Perdasus Pembangunan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua
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Manokwari, SUARAPAPUA.com— Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Khusus
(Raperdasus) Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat tidak hanya berfokus pada pelestarian
alam tanah Papua saja. Salah satu niatan luhur adalah mengakui hak dan memastikan
kesejahteraan masyarakat adat yang juga mendiami kawasan hutan Papua dan Papua Barat.
Suara itu menjadi gaung dalam pelaksanaan Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati,
Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) 2018 hari pertama. Sejumlah Pembicara dalam Sesi-sesi

yang diselenggarakan menyuarakan hal itu.

“Ada 7 Masyarakat Adat yang perlu kita dengar di Tanah Papua ini. Dan dengan Sumber
Daya Alam yang melimpah di Tanah Papua ini kita sudah berikan kontribusi besar bagi
kepentingan negara dan dunia internasional. Jadi harapan-harapan kami lewat Perdasus dan
peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah kita harapkan dapat
diakomodir sehingga kita bisa pacu percepatan pembangunan di tanah papua,” ucap Gubernur
Papua Barat Drs Dominggus Mandacan saat berbicara dalam Plenary Session. Dirinya menyebut
pemerintah pusat dapat mengakomodir dan membantu upaya-upaya masyarakat di tanah papua
untuk menjaga kelestarian alam. “Seperti yang saya bilang kemarin, mereka-mereka yang
menjaga hutan ini seharusnya juga diberikan insentif dalam bentuk Ekologikal Transfer Fiskal,
juga diharapkan dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
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oleh Pemerintah Pusat perlu juga memperhitungkan luasan kawasan konservasi dan lindung

sebagai salah satu Indikator.

Upaya mengapresiasi masyarakat adat yang menjaga kawasan hutan pun disuarakan oleh
Sekretaris Il Provinsi Papua Noak Kapisa. Berbicara dalam Plenary Session yang sama, dirinya
menyebut diperlukan insentif bagi masyarakat adat yang menjaga kawasan mereka. “Orang-
orang yang jaga hutan dapat diberikan insentif, baik itu melalui DAU atau DAK. Karena sesuai
dengan visi Papua 2100, Masyarakat sejahtera, dan kawasan sumber daya alam juga lestari,”

ucap dia.

Ketua Tim Kerja ICBE 2018 Charlie Heatubun menyatakan perubahan nama dari Perdasus
Provinsi Konservasi menjadi Pembangunan Berkelanjutan pun dilakukan untuk kepentingan
masyarakat. Pasalnya, nomenklatur Konservasi hanya membuat masyarakat takut untuk
mengelola bahkan menyentuh kawasan-kawasan tertentu. “Dengan ini filosofinya jadi modern,
sehingga Kita bisa gunakan secara bijaksana. Kita bukan tidak gunakan kawasan Kita, tapi

gunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” terang dia.

Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Pieters Kondjol dalam sesi berbeda menyatakan ada
Raperdasus yang tengah dirancang untuk memastikan hak masyarakat adat. Dalam proses
penyusunan pun DPRD selalu berkonsultasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP). Dirinya
menyebut peran masyarakat adat sangat penting untuk menjaga 9 juta hektare kawasan hutan
Papua Barat. “Kami berharap dengan komitmen pembangunan berkelanjutan kami, ada insentif-
insentif yang diberikan entah itu dari DAU, DAK atau dana lain. Supaya masyarakat dengan

pendampingan yang dilakukan juga bisa mengawasi hutan kita,” terang Pieters.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) Wiratno menyatakan Menteri LHK tengah menyusun Peraturan
Menteri tentang provinsi konservasi. “Dan hal itu akan dilihat dari hutan yang dilindungi. Bukan
hanya di Papua, tapi provinsi lainnya di Indonesia. Akan ada satu policy dari Kementerian LHK
untuk mendorong atau intinya mendampingi pengembangan hutan, pendampingan technical, dan

policy support membangun opsi mengelola hutan tanpa menebang,” ucap dia.
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Banyak cara untuk memastikan kelestarian hutan namun juga memastikan kesejahteraan
masyarakat. “Forest is not a timber. Jadi apa yang dideklarasikan dan coba didorong oleh Papua
dan Papua Barat adalah salah satu contoh yang luar biasa. Papua akan wariskan hutan ini hingga

seribu tahun,” ucap dia.

Sementara itu, Akademisi Universitas Papua Agus Sumule mendorong agar pelembagaan
masyarakat adat untuk segera dilakukan. “Kalau ada kelembagaan yang kuat, maka ke depan

kalau ada investor yang mau masuk, mereka bisa kuat pertahanannya,” terang Agus.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat,
dalam kurun 2017-2018 terdapat 31 usulan Lembaga Pengelola Hutan Desa dengan luas wilayah
mencapai 101.243,16 Hektare. Sementara untuk Hutan adat, terdapat 7 kabupaten yang tengah
melakukan pelengkapan persyaratan, daerah yang memiliki Perda Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat ialah Kabupaten Sorong, dan yang tengah memiliki draft ialah
Kabupaten Tambrauw, Teluk Bintuni, dan Mansel.

ICBE hari kedua, Selasa (09/10/2018) akan membicarakan dukungan kebijakan dan
pendanaan untuk kawasan konservasi. Di hari itu, juga akan diadakan 3 sesi pleno dan 3 sesi
paralel. ICBE adalah pelaksanaan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan (Transforming Our
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang
berisi 17 tujuan (goals) dan 169 sasaran (targets), dimana keanekaragaman hayati mendapat
perhatian serius. ICBE 2018 memperkenalkan konsep dan inisiatif Provinsi Konservasi sebagai
solusi cerdas pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua secara global. Konsep yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian keanekaragaman hayati,

pemanfaatan jasa lingkungan, ekonomi kreatif dan peningkatan partisipasi masyarakat.

ICBE 2018 ini merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah
Provinsi Papua, United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), Conservation International
Indonesia (CI-IP), Kew Royal Botanical Garden, Eidenburg University, Cornell Lab for
Ornitology (Cornell University), Yayasan EcoNusa, The Nature Conservation, Universitas
Papua, WWF, dan Koalisi LSM Papua Barat.
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Sumber Berita:

1. http://suarapapua.com/2018/10/10/, Perdasus Pembangunan Berkelanjutan untuk
Kesejahteraan Masyarakat Papua, Rabu, 10 Oktober 2018;

2. http://www.papuabarat-icbe2018.org/id/, Perdasus Pembangunan Berkelanjutan untuk
Kesejahteraan Masyarakat Papua, Rabu, 10 Oktober 2018.

Catatan :

» Peraturan Daerah Khusus (disingkat Perdasus) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua

dan Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Perdasus tersebut
setingkat dengan Peraturan Daerah sebagaimana biasanya produk hukum Peraturan
Daerah yang berlaku umum di pemerintahan daerah selain Papua dan Papua Barat.
Perihal yang membedakan Perdasus dengan Perda pada umumnya adalah pada tahapan
pembentukannya yang secara khusus berbeda dengan tahapan pembentukan Perda pada
umumnya.
Peraturan Daerah Khusus merupakan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan amanat
dari Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua dan proteksi bagi Orang Asli Papua
dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis daerah untuk mengutamakan keterlibatan
putra asli Papua dalam sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk dengan
adanya Majelis Rakyat Papua Barat yang secara khusus sebagai wadah penyalur apresiasi
suara mayarakat Papua Barat dalam rangka implementasi kebijakan otonomi khusus bagi
Papua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perdasus merupakan peraturan khusus yang
bertujuan untuk proteksi orang asli papua dalam hal ini hak-hak sipil Orang Asli Papua
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua;

» Berdasarkan Pasal 1 point 1 dan point 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa sumber
daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam
nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur
nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Selanjutnya

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang
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pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan
nilainya.

> Berdasarkan Pasal 1 point 21 dan point 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi. Kemudian Pada Pasal 1 point 23 menyebutkan bahwa Dana
Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN vyang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.

> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup, Pasal 1 point 3 menyebutkan bahwa Insentif adalah upaya
memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau moneter kepada Setiap
Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang
berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi Lingkungan
hidup.
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